AHUN 2007

TENTANG

pEDOMAN TUGAS BELAJAR B
PEMERINTAH K:g:JsEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

TEN BANDUNG BARAT
BUPATI BANDUNG BARAT

i Menimbang  © @ bahwa dalam rangka meningkat

i keterampilan dan sik o
dala_m melaksanakan
studi dan disiplin ilmy

pengetahuan akademik, profesi,
ap Pegawai Negeri Sipil agar lebih mampu
tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang
| 8 perlu diberikan k yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah,

i an kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
1 erintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengikuti pendidikan

dengan status tugas belajar, baik Program Diploma, Sarjana maupun
Pasca Sarjana:

1 b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu
- untu_k menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar
i Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
J Bandung Barat:
ngingat i A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor §5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
J Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
b, Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

s SRR iy i
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5. Undang.|y
-Un
bUDgten gaa':] du;‘lomor 12_ Tahun 2007 tentang Pembentukan
Republik Indonggis. Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
e Repiblk Ingongayy ooy home! 4 Tombehan Lombarar
6. Peraturan p a Nomor 4688);

emeri
Pangkat Pegawaj Ipr;t:;er.N"mOr 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Tahun 2000 Nome 2" SIPil (Lembaran Negara Republik indonesia
Indonesia Nomor r 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Peraturan Pemerint ?101?)' sebagaimana telah diubah dengan
Atas Peraturan pema i Omor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
Pangkat Pegawai Neer ntah. Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Tahun 2002 Nomorge‘rI Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia N0m0r4193)3-2' Tambahan Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Pemerin
Urusan Pemarinta}:ii NAomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

e tara P i { h
Provinsi . emerintah, Pemerintahan Daera
Negara F?::ubﬁf":e””tah?n Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Lombaran N Ndonesia Tahyn 2007 Nomor 82, Tambahan

an Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Quenctapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG
11 TUGAS S a prAT BARAT TENTANG PEDOMAN

PEGAWAI NEGER] SI UNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARA'? PIL DI LINGK

BAB |
KETENTUAN UMUM

; Pasal 1

Palam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur
" penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di
. lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

7. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten
~ Bandung Barat.

8. Asisten adalah Asisten Bidang Administrasi dan Kepegawaian pada Sekretariat
- Daerah.

9. Kepala Bagian Kepegawaian, yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala
. Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

$10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di
: lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

" Karyasiswa adalah PNS Kabupaten Bandung Barat dalam status Tugas Belajar.

12, Tugas Belajar adalah tugas yang diberikap ol_eh Pemarintah Kabupalqn Bandung Barat
. pada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan program diploma, strata 1,
. strata 2, dan strata 3, baik di dalam maupun di luar negeri.

13. Sponsor adalah lembaga atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan

. bersifat tidak mengikat. — : .
Bidang studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh karyasiswa sesuai

dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
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BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

dapat diberikan tyq :
¢ y_ang P N tugas belajar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

ut: i e
masa kerja minimal 2 (dya) tahyn sejg pengangkatan PNS;

ilai DP-3 dalam 2 tahun terakhir pernjg; baik untuk semua unsur;
pidang studi sesuai dengan kebytyhan pemerintah daerah;

dak pernah dikenakan hukyman disiplin pegawai dengan kategori berat dalam kurun

tid
ukuman disiplin pegawai kategori sedang dalam

aktu 6 (9nam) tahun terakhir atau h
waktu 3 (tiga) tahun terakhir atay tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin

PNS; dan

bagit :nNS yang menduduki jabatan struktural bersedia untuk mengundurkan diri dari
jabatan:

BAB IlI
PROSEDUR

Pasal 3

Seluruh Informasi yang berkaitan dengan program tugas belajar dari lembaga/instansi
endidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh Bagian Kepegawaian, untuk selanjutnya
disebarfuaskan ke masing-masing unit kerja.

persyaratan administrasi untuk mengikuti program tugas belajar disiapkan oleh PNS
yang bersangkutan.

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke Bagian
Kepegawaian dalam rangkap 2 (dua).

Bagian Kepegawaian melakukan seleksi kelengkapan persyaratan administrasi.

PNS yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon karyasiswa
pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Calon karyasiswa yang mendapat sponsor dari luar pemerintah daerah, berkas
persyaratannya akan diteruskan kepada sponsor dimaksud untuk bahan seleksi.

Bagi calon Karyasiswa yang telah diterima oleh perguruan tinggi tempat belajar, Bagian
Kepegawaian membuat usulan penerbitan Keputusan tugas belajar kepada Bupati.

Keputusan tugas belajar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Bagian
Kepegawaian.

Pasal 4

Jangka waktu tugas belajar yang dapat diberikan adalah :
a. tiga tahun bagi Pogram Diploma 3 (D3);

b. lima tahun bagi Program Strata 1 (S1);

¢. dua tahun bagi Program Strata 2 (S2); dan

d. tiga tahun bagi Program Strata 3 (S3).

Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan
apabila program pendidikan dan atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu
penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.
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| (1)

i8Y onsor Dala
| jon/ete Sp M dan Luar Neger;

BAB v
PEMBIAYAAN

Paga) 5

a
9" PNS dapat bersumber da; Pemerintah Daerah

an, dj : ,
tunjangan buku, dibayarkar, o dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;

. ; P semester i X
transportasi Iok&llil, dibayarkan Setiap s’-emetsteart:;}atsiee:sat'iJ ta?“: '
tunjangan penelitian dalam ran e
sekali dafﬁgn masa iJenclidik&lnr'rygalfadafne Nyusunan skripsithesis/disertasi dibayarkan
_ biaya pembuatan passport bagi }
9 sekali dalam masa pendidikannga'KaryaSlswa yang studi diluar negeri, dibayarkan

Apabila tugas belajar dibiayai dari g on i ikuti
ketentuan yang berlaku dar; sponsor?erssé%rﬁtkomponen ERYBIYamSTGIHA] Rea R

a.
b.

B - P Semester at i ,
4. tunjangan ATK, dibayarkan setia atau setiap tahun;
e.

f.

Pasal 7

Tata cara pembayaran biaya tugas belajar denga ;

n h
perpedoman kepada peraturan perund::rng-undan%an.sumber SHEE, pomorintal); Saere
Tata cara pembayaran biaya tugas belajar dengan s ;
dan diatur oleh sponsor yang bersangkutan. gan sumber dana sponsor dilaksanakan

BAB YV
HAK DAN KEWAJIBAN KARYASISWA

Pasal 8

' Hak kepegawaian karyasiswa adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan

pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban karyasiswa meliputi:

menandatangani dan mentaati perjanjian tugas belajar;
mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan tugas belajar;

menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Keputusan

Tugas Belajar;
melaporkan kemajuan tugas belajar secara berkala kepada Bupati melalui Bagian

Kepegawaian serta SKPD asal karyasiswa,
menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Bupati serta SKPD-nya selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhimya masa studi; dan
mengabdi kembali kepada pemerintah daerah minimal 2 (dua) tahun setelah selesai

masa tugas belajarnya.
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BAB v
PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasa) 19

i karyasiswa yang tidak dapat men ; ;s
aga.ier;si‘ ptiss;zlss’bg?wt dibzﬁkan p)‘;?:iaasf;;k:;ag‘:zgﬂk;;g{; dalam jangka waktu
anjan ajar sebaggai : ' i
) [rpada Karyasiswa karena. " dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
~ anya perubahan jadwal sty ; j
- f:'»fog é o S di yang dibuktikan dengan keterangan dari Ketua
akit keras yang dibuktikan denga ; iswa ti
 gapat mengikuti studi dalam 89mgsrerk;;:?gg::aggﬁtﬁg,,“”’ngga karyasiswa tidak

1 ermohonan perpanjangan tugas belajar diajyk ) ian paling
3 ; mbat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas bejlajaarnb:?g:lﬁ? Bagkn Hopsgamen P
perpanjangan tugas belajar ditetapkan dengan Syrat Keputusan Bupati.

ngka wal;tu maksimal yang dapat diberikan un i jar adalah
‘1] (satu) kall perpanjangan selama 1 (satu) mhun,luk Pepanngen tNs D

Pasal 11

agi karyasiswa yang dibiayai dari pemerintah iberikan biaya
perpanjaﬂga” tugas belajar. Corar; «dipat dienk :
pagi karyasiswa yang dibiayai oleh sponsor apabila pihak sponsor tidak memberikan
piaya perpanjangan tUQF{S belajar sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf a, maka biaya
perpanjangan tugas belajar menjadi tanggung jawab karyasiswa.

BAB VI
PEMANTAUAN/EVALUASI

Pasal 12

Bagian Kepe.gawafan‘ memgntau, menilai dan mengevaluasi karyasiswa melalui
laporan kemajuan bgelajar dari karyasiswa dan melalui supervisi langsung ke perguruan
tinggi tempat karyasiswa mengikuti pendidikan.

Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi seperti pada ayat (1) dilaporkan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan setiap 6 (enam)

bulan.

BAB Vil
SANKSI

Pasal 13

Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
teguran apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar sebanyak 2 (dua) kali dalam
2 (dua) semester,;

dihentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar
sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa tugas belajamya;

status tugas belajarnya dicabut dan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai
peraturan perundangan, apabila mengundurkan diri dari karyasiswa sebelum masa
tugas belajarnya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau secara
akademik karyasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya yang dinyatakan secara
tertulis oleh Ketua Program Studi, dan dikembalikan ke tempat tugas semula;

pencabutan status tugas belajar dan atau pengembalian ketempat tugas semula dan
atau pengenaan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan dan ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
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‘ Pasal 14
erpindahan bidang studi dan e

4 cetelah ada Keputusan Bypatj pb;fc"’;gahan perguruan tinggi hanya dapat dilakukan

. Jan perguruan tinggi tempat belajarnYE arkan rekomendasi dari Bagian Kepegawaian
| syarat-’syarat perpindahan bidang Stud.i g _
2) emudian. an perpindahan perguruan tinggi akan diatur

Pasal 15

atan kembali karyasiswa yan

9 telah |y

‘. ; l:’;::?mrhatika\n formasi jabatan dan bidang studinya 8 ditetapkan oleh Bupati dengan

] Pasal 1¢
4 . pNs yang menduduki jabatan fungsio

Bialirggalkan tugas kedinasan sehari-hari, ' o"U depat diberikan tugas belajar tanpa
m

|

¥

1 BAB X
1 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

1 ksanaannya terdapat .
A, .pila dalam pela y pat perubahan dan ata da
e wran ini, proses penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati. 1 PROTIPEDIAL HATHRCER

-

Pasal 18

4§ cngan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2004
o ntang pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah

W cbupaten Bandung, dinyatakan tidak berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten
gandung Barat.

Pasal 19
W >¢ sturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padalarang
pada tanggal 26 Desember 2007

iundangkan di Padalarang .
Jada tgﬂgg{ 26 Desember 200

VT

L Ay
A

\

(0 Plt:

RETWARIS DAERAH
ANDUNG BARAT,

N

"ERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2007 NOMOR 17
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